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PERATURAN DAERAH KABRUPATEN TOBA SAMOKIR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG

PAJAK RERLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Reklame yang merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah
yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Toba
Samosit Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuat
lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah, sehubbngan dengan
adanya persbahan ketentpan hukum yang menpatur tentang sishim
pemerintahan maupun peraturan perundangan-undangan yang mengatur
tentang Pajak dan Retribusi Dasrah;

bahwa untuk menvemiaikan maksud terzebut diataz perfo dicabut dan
digantt dengan suatu Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahon 1981 tfentang Hukom Acara Pidana
{Lembatan Nevara Tahun 1981 Nomor ?6 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentanc Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat T Toba Samosir dan habupaten Daerah Tingkat U
Mandasling Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3794);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedna atas
Undang-Undang Nomaor 1% Tahun 1997 tentang Penagiban Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubshan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribnsi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4048);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peravran
erundang-usndangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43897,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahon 2004 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4348);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Posat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) |
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8. Pajak yang terutang adalsh pajak yang harus dibayar pada suatn saaf, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak menvrut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

9. Pajak Reklame yang scelanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah Afas
Penyelenggaraan Reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atap media vang menvrut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan  komersial, dipergunakan untuk  memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatn barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan dan/atan berjafan
yang dapat ddilat, dibaca dan/atau didengar dary seatu tempat oleh smum, kecualt vang
dilakvkan oleh pemerintah.

11. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu ataun beberapa
buah reklame.

12. Penyelengzara Reklame adalah perorangan atas badan hukum yang menyelenggarakan
reklame batk bntuk dan atas namanya sendini atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

13. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuat dengan pemanfaatan
wilayah terzebut vang dapat digpnakan untuk pemasangan reklame.

14. Nilai Juat Obyek Pajek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang
dikelvarkan oleh pemilik. biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, penayangan,
pengecatan, pemasangan tan transportasi pengangkutan dan lain sebagamya sampai
dengan bangunan rekiame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau
terpasang difempat yang telah dizinkan.

13. Nilai stratepis {okasi pemasangan reklame adalah ukuran nifai yang ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kota potuk berbaga aspek kegiatan dibidang vsaha

16. Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjuinya disebut SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wayib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atan pembayaran Pajak,
objek pajak, dan/atan bukan objek pajak dan/atan harta kewajiban yang terntang menurnt
aturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17 Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disebut S5PD adalah surat yang oleh wajib
pajak digonakan pntuk melakokan pembayaran atap penyetoran pajak yang tervtang ke
Kas Daerah atan ketempat 1atn vang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah kurat ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak korang bayar atau surat ketetapan kurang bayar
tambahan atan zurat kefetapan pajak lebth bayar atau surat ketetapan pajak nihif.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah
Surat Ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnyajumlsh pajak pokok pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokek pajak, besamnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masth harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah zurat ketetapan pajak daerah yang menentukan tembahan atas jumfah
patak yang ditetapkar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKFDLB adalah
Surat ketetapan pajak daerah vang menentukan jumlah kefebthan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak | atau payak
Jebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharnsnya terntang. -

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menentukan jumiah pajak yang terutang sama besamya dengan kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

13, Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untok melakukan
tagihan pajak daerah dan/ atau sankst administrast berupa bunga dan/stau denda.



BAETT
NAMA OBJEK DAN SUBIEK PATAK
Pazal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame adalah zemua penyelenggara Reklame.

(3) Penyelenggara Rekiame sebagamana dinaksud pada ayat (2) meliputc:
reklame papan/ billboard’ megatron/vidiotron, ‘
reklame kain;

reklame melekat (stiker) rentang;

reklame selebaran;

reklame berjalan, termazuk pada kendaraan;

reklame vdara;

reklame suarg,

reklame film/ stide;

reklame peragaan.

Em s Rs T

Pagal 3

Dikecnalikan dari objek pajak adalah:

~ a ‘penyelenggaraan rekiame oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi dan Pemenntah
Daerah;

b. penyelenggaraan reklame melalni Intemet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta
Mingguan, Warta Eulanan dan sejenisnya.

Pzl 4

(13 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atan badan yang menyelenggarakan reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAR I
DASAR PENGENAAN DAN TARTF PAJAK
Pazal 3

(1) Dagar Pengenaan Pajak adalah Nilai S2wa Reklame.

() Nilai Sewa Reklame zebagammana dimakend pada ayat (1) dihitung berdasarkan
pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

{2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribaci atan badan yang memanfaatkan
reklame unfuk kepentingan sendiri, maka pajak reklame berdasarkan besarnya biaya-
biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokast dan fenis
reklame.

(4) Dalam hal rekiame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame
ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suaty masa pajak atay masa
penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan,
{amanya pemazangan, nifai strategis, lokast dan jems reklame.

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame zebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal &

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (zepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

(2) Bagi reklame yang penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya pemasangan,
pemeliharaan lama pemasangan, nilai drategis, lokasi dan jenis reklame.

BAB IV

WILAVAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pazal 7

(1) Pajak yang terntang dippngut diwilayah Kabupaten.
(2) Besamya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pazal 8 }
Masa Pajak adalah jangka wakty yang lamanya sama dengaﬁ jangka waktus penyelenggaraan
Reklame berdasarkan izin yang dikeluarkan Bupati atan pejabat yang ditunjuk.

Pazal 9

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pazat 10

1) Setiap Wajib Pajak wajib mengizi SPTPD.

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelaz, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh wajib pajak atan kuasanya.

) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-
fambatnya 15 (lima belag) hani setelah berakhimya masa pajak.

4) Pada sudut kiri bawah reklame permanent, penyelenggara wajib mencantumkan nomor
1zin dan masa berlakunya izin. :

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DANPENETAPAN PAJAK
Pazal 11

1) Berdaszarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupali menetapkan
pajak terntang dengan menarbitkan SKFD.

2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
Jewat waktn paling lama 30 (figa puluh) hani sejak SKPD diterima, dikenakan sankst
administrasi berupa bunga sebesar 1 % (dua percen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan S1PD.



Pasal 12

(1) Wajib Pgjak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 11
ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri
yang terutang.

2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secudsh saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDEBT,

c. SEPDN. ’

(3) SKPDKB zebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf™a” diterbitkan:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain pajak terutang tidak atan
kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atap terlambat dibayar vntuk jangka wakty
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terntangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan don telah
ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrast berupa bunga sebesar 2 % (dva
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang stan teriambat untuk jangka yang
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang tervtang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung deri pajak yang kurang atau tetlambat dibayar untuk jangka wakiu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKPET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurnf 6™ diterbitkan apabifa ditemukan
data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jum tah
pajak yang terntang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 Yo
(zeratnz persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” diterbitkan apabila jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

{6) Apabila” kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) horuf “a” dan “b” kurang  atan tidak sepenuhnya
dibayar dafam jangka waktu yang teleh ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumliah pajak yang terutang sebagaimana dimaksnd pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAR VII
TATA CARAPEMBAYARAN
Pazal 13

(1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atay tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
sesnai waktn vang ditentukan dolam SPTPD, SKPD, SEPDKEB, SKPDKET dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunuk, hasil penerimaan pafak
hatuz dizetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atas dalam wekty yang
ditentukan oleh Bupati. '

(3) Pembayaran, Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pagal 14

(1) Pembayaran haus dilaknkan secara tunai/lunas.



(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan
secara terdtur dan betturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dva persen)
sebulan dari jomlah pajak vang befum aav kurang dibayar.

(4) Bupati dapat membertkan persetujuan kepads Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas wakiy yang ditentukan setelah memenvhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atas kurang dibayar. K

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
ditetapkan oleh Bupatt atsu Pefabat yang ditunjuk.

Pazal 13

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksnd dalam Paszal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. :

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pazal 16

(1) Surat Teguran atan Surat Peringatan atav surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surdt lain vang sejents, Wajib Pajak harns melunasi pajak yang terntang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan afau surat fain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjok.

Pazal 17

(1) Apabita jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilonasi dalam jangka waktn
sebagamana ditentukan dalami Surat Tegnran atau Surat Peringatan atau surat lain vang
sejents, fumlal pajak harus dibayar ditambah dengan Surat Paksa.

(2) Pefabat meneibitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat
Teguran atan Surat Peringatan atau surat [ain yang sejenis.

Pazal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak difunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Pakeaan, Pejabat zegera menerbitkan Suvrat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melonasi hutang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Mefaksanakan Penvyitaan,
Pejabat mengajukan permuntaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara,

Pazal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan felang,
Juru Sita memberitahukan dengan segera secaratertulis kepada Wajib Pajak.



Pazal 21

Bentuk, jeniz dan isi formulir yang dipergunakan vntuk pelaksanaan penagihan Pajak
Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEEASAN PAJAK
Pazal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan payak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMEETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANEKSI ADMINISTRSI

Pazal 23

(1) Bupati karena jabatan atap atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. membetulkan SKPD atan SKPDKE atau SKPDEKBT atay SPTD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalshan hitung dan/atan kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,

b. membatalkan atan mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. mengurangkan atay menghapus sanksi administrast berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terntang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan Wajib
Pajak atan bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Bupati, selambat-lanbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDKE, SKPDKET atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permchonan sebagamana dimaksud pada
ayat {2) diterima, sudah harus membenkan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrast dianggap dikabulkan.

BAB XTI
KEBERATAN DAN BANDING
Pazal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atan pejabat yang ditunjnk
atas suafu:
a SKPD,
b. SKPDKBE,
¢. SKEPDEKRT,
d SKPDN.



(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampatkan secara
tertulis dalam bahasa Indonesta paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDEKB, SKPDKBT, SKFDLB dan SKEPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuazaannya,

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktn 3 (tiga) bulan sejzk Surat Permohonan sebagamana
dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputuzan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
admnistrast dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidsk menunda kewajiban
membayar pajak.

Pa=al 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditenimanya keputusan keberatan,

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membaya pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 24 atay banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikabuikan sebagian atau selurnhnya, kelebihan
pembavaran pajak dikembaltkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebnlan vntuk paling lama 24 (doa puiuh empat) bulan.

BAB XiI
PENGEMBATLIAN KETERIHAN PEMEBAYARAN PATAK
Pazal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Bupati, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masza pajak;
¢. besarnyakelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang felas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1) (dua belas) bulan sejak dienmanya
permohonan pengembalian kefebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah membertkan keputuzan.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampavi Bupati tidak
membetikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabuikan dan SKPDLE hatus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai vtang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
gebagaimana dimaksud pada ayat (2) hngeunc' diperhltungk:m untuk mefunasi terlebih
dahulu utang pafak dimaksud.

{5) Pengembatian kelebihan pembayaran pajak dilakukan qetelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SEFDLE dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP).



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 {dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebthan pajak.

Pazal 18

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 aya (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuannya juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADAIUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampani jangka waktu 5
(lima) tahun tethitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(1) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a  diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakea atav,
b. adapengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

EAB XOV
PENGAWASAN

Pazal 30

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupaty atau Pejabat yang
ditunjuk. L _

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pazal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atan mengisi dengan
tidak benar atay tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atan denda paling banyak 6 (enam} kali jumiah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atay tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 {enam} bulan
danfatan denda paling banyak & (defapan) kali jum!{ah pajak yang terutang,

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2} adalah pelanggaran.

10



Pazal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampani
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimyamasa pajak.

BAD XVI
PENYIDIKAN
Pazal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khnsus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidena dibidang perpajakan
Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a,

b.

o

b

1.

1
k.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan pidana perpajakan
daerah tersebut; :

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah,

memerikse buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenapa ahli dalam tangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah; B}

menyuroh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atan tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikea identitas orang-orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada horuf “e”,

memofret seseorang yaug berkaitan dengan tindak pidana perpajakan davrah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya pntuk diperiksa sebagai tersangka
atau sanksi;

menghentilean penyidilan |

melakukan tindakan lain vang perln untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan deerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan kepada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diaur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Toba Samosir Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

11



Pazal 25

]

Peraturan Daerah ini mulal berlaky padatanggal disndangkan.

Agar zetiap orang dapal mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ing

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 13 Desember 2006

BUPATI TOBA SAMOSIR

MONANG SITORUS

Dinndangkan di Balige
ada tanggal 15 Dezember 2006

WIS DAER AR KABUPATEN
i Nk - -
WA SAMOSIR

waz psARIED

g

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR. 2 SERI B NOMOCR {



